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SAMBUTAN BUPATI CILACAP
PADA ACARA

SOSIALISASI PENGENDALIAN GRATIFIKASI,

BENTURAN KEPENTINGAN, DAN LHKASN DI

LINGKUNGAN PEMERINTAH CILACAP
SELASA, 26 NOVEMBER 2019
TEMPAT : GEDUNG SUMEKAR KABUPATEN
CILACAP
WAKTU : PUKUL 08.30 WIB

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Salam sejahtera, salam damai, salam bahagia bagi
kita semua, dan saya sampaikan selamat pagi.

Para Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Cilacap, yang saya hormati.

Tamu Undangan serta Hadirin, yang
berbahagia.
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Marilah sejenak kita merenung, menghayati
dan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT,
karena atas segala limpahan rahmat dan karunia-
Nya, pada pagi hari ini kita dapat berkumpul
bersama untuk menghadiri acara Sosialisasi
Pengendalian Gratifikasi, Benturan
Kepentingan, dan LHKASN Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Cilacap.

Kegiatan ini tentunya sangat penting dan
bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman para
Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Cilacap berkenaan dengan Pengendalian Gratifikasi,
Benturan Kepentingan dan LHKSN.

Untuk itu, saya menyambut baik sosialisasi ini
dan mengucapkan terima kasih kepada segenap
panitia penyelenggara yang telah mempersiapkan
segala sesuatunya sehingga kegiatan ini dapat
terlaksana.

Dan saya berharap kepada para peserta agar dapat
mengikuti sosialisasi ini dengan sebaik-baiknya,
sehingga akan memperoleh pemahaman yang
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sangat bermanfaat guna menunjang keberhasilan
pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Cilacap.

Disamping ' itu dengan adanya sosialisasi ini
diharapkan setiap penyelenggara Negara dan PNS
bisa bekerja dengan baik tanpa ada ekses hukum di
kemudian hari.

Hadirin yang saya hormati,

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa

salah satu agenda pembangunan nasional adalah
menciptakan tata pemerintahan yang bersih dan
berwibawa.
Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik
tersebut, perlu didukung dengan adanya
keterbukaan, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi,
guna menjunjung tinggi supremasi hukum dan
membuka partisipasi masyarakat yang dapat
menjamin kelancaran, keserasian dan keterpaduan
tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan.




image11.jpeg
4

Dalam kerangka inilah, diperlukan langkah-langkah
kebijakan yang komprehensif, terarah dan terpadu
dan perubahan tatanan kelembagaan dan sistem
ketatalaksanaan, peningkatan kualitas sumber daya
manusia aparatur dan juga sistem pengawasan dan
pemeriksaaan yang efektif.

Hal ini perlu kita pahami bersama, karena
masyarakat dewasa ini semakin kritis dan reaktif
dalam menanggapi setiap perubahan dan kebijakan
yang terjadi pada proses penyelenggaraan
Pemerintahan.

Bahkan, saat ini upaya perbaikan di lingkungan
birokrasi yang sedang kita lakukan dianggap belum
sesuai dengan tuntutan masyarakat.

Mereka masih beranggapan, bahwa sampai dengan
saat ini masih terjadi penyalahgunaan wewenang,
adanya praktek Korupsi, temasuk gratifikasi.

Semua ini, tentunya merupakan tantangan
yang harus kita selesaikan bersama, sekaligus
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memotivasi  kita untuk  mewujudkan tata
pemerintahan yang lebih baik.

Karena memang harus kita akui, bahwa untuk
membangun tata pemerintahan yang baik ada
beberapa faktor yang berpengaruh, termasuk di
dalamnya mental serta budaya kerja dari jajaran
aparatur pémerintah itu sendiri.

Oleh  karena itu, untuk mendorong
terwujudnya pemerintahan yang bersih, berwibawa
dan akuntabel sejalan dengan amanah reformasi
dan cita-cita seluruh masyarakat, maka dibutuhkan
sumber daya aparatur yang mempunyai pola pikir
inovatif, kreatif dan sikap mental yang positif
sehingga mampu melakukan tugas dengan baik
dalam ménghadapi tuntutan masyarakat dan
tuntutan perubahan serta dengan aturan-aturan
dan ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya perlu dipahami, bahwa sesuai
dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31
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Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi, disebutkan bahwa gratifikasi merupakan
salah satu tindak pidana korupsi disamping
merugikan keuangan negara, suap menyuap,
penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan
curang dan benturan kepentingan dalam
pengadaan.

Sebagai salah satu tindak pidana korupsi, maka
pelanggaran atas gratfikasi dapat mengakibatkan
penjatuhan hukuman kurungan atau denda.

Meskipun Gratifikasi termasuk salah satu
bentuk korupsi, namun hal ini masih saja terjadi,
karena gratifikasi sudah terlalu lama dibiarkan,
sehingga seolah-olah telah membudaya dalam
pelayanan kepada masyarakat.

Bahkan gratifikasi sudah terjadi bertahun-tahun dan
kita menganggap itu sebuah hal yang normal dan
kita permisif terhadap gratifikasi itu.

Oleh karena itu, larangan gratifikasi juga perlu
diimplementasikan dalam pelaksanaan pelayanan
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kepada masyarakat yang menguasai atau
mempengaruhi hajat hidup masyarakat banyak.
Dengan upaya tersebut, diharapkan budaya
pemberian dan penerimaan gratifikasi dari dan oleh
penyelenggara Negara dan ASN, termasuk di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap dapat
dihentikan, sehingga tindakan suap dapat
diminimalkan atau bahkan dihilangkan.

Selanjutnya dengan diterbitkannya Peraturan
Bupati Cilacap Nomor 64 Tahun 2019 tanggal 25
Juni 2019 tentang Pedoman Penanganan Benturan
Kepentingan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Cilacap, maka peraturan ini dapat dijadikan sebagai
pedoman bagi ASN di Pemkab Cilacap untuk
mengenal, mencegah dan mengatasi benturan
kepentingan sebagai salah satu pemicu munculnya
tindak pidana korupsi.

Adapun pejabat yang berpotensi memiliki benturan
kepentingan yaitu pejabat pemerintah yang
berwenahg dalam pengambilan keputusan dan
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penentuan  kebijakan, perencana, pengawas,
pelaksana pelayanan publik, dan penilai.

Sedangkan " sumber penyebab benturan
kepentingan antara lain penyalahgunaan
wewenang, perangkapan jabatan, hubungan
afiliasi, gratifikasi, dan kelemahan sistem
organisasi.

Kemudian dalam rangka mewujudkan ASN

Kabupaten Cilacap bersih, berwibawa dan
akuntabel maka Laporan Harta Kekayaan Aparatur
Sipil Negaré (LHKASN) waijib dibuat dan dilaporkan
oleh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Cilacap diluar wajib LHKPN dan CPNS.
LHKASN sangat bermanfaat untuk mendukung
transparansi dan pencegahan korupsi, untuk itu
pada pelaksanaan LHKASN Tahun 2019 saya minta
seluruh wajib LHKSN agar melaporkan tanpa
kecuali, apalagi untuk membuat LHKASN telah
dipermudah dengan penggunaan aplikasi SI -
HARKA.
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Ketaatan pelaporan LHKASN juga menjadi salah
satu indikator tinggi rendahnya nilai Indeks
Reformasi Birokrasi Pemkab Cilacap, sehingga
manakala 'seluruh wajib LHKASN melakukan
pelaporan, maka dapat memaksimalkan nilai indeks
Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Cilacap.

Hadirin yang saya hormati.

Mengingat pentingnya materi kegiatan ini,
maka saya minta kepada para peserta untuk dapat
mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya
dalam rangka membekali aparatur di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Cilacap agar mampu
menjalankan tugasnya dengan baik dan penuh
tanggung jawab serta terhindar dari gratifikasi.
Selain itu saya juga berharap agar hasil yang
diperoleh dalam kegiatan ini dapat
diimplementasikan ~ dan  disebarluaskan  di
lingkungan  kerja  masing-masing,  sehingga
terbangun pemahaman dan langkah yang sama
dalam pencegahan tindak pidana korupsi yang pada
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akhirnya dapat terwujud pemerintahan yang bersih
dan berwibawa.

Demikian sambutan saya pada kesempatan ini,

mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang
berkenan.
Selanjutnya dengan mengucap, "Bismillahirrah-
manirrahim," Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi
Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap,
secara resmi saya nyatakan dibuka.

Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

BUPATI CILACAP

H. TATTO SUWARTO PAMUJI
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Mengingat

Menimbang :

BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
mmusﬁsémxn CILACAP
NOMOR : 700 414/TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN SOSIALISASI PENGENDALIAN
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2019

BUPATI CILACAP,

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan

‘2.

Bupati Cilacap Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Cilacap menyebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan
pengendalian gratifikasi perlu dilakukan sosialisasi;

bahwa guna mendukung kelancaran dan tertib administrasi
pelaksanaan kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu di bentuk Tim;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan. Keputusan
Bupati Cilacap tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan
Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Cilacap Tahun 2019;

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
42);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851); .
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimans. telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
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Menetapkan :
K);SATU :

KEDUA

GA

KqEMpAT

S. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 5887);
7. Peratt:lran Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap
Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Cilacap Nomor 134);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2018
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 159);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 20 Tahun 2018
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Cilacap Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten

1 Cilacap Tahun 2018 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Pengendalian
Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun

' 2019, yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum

dalam Lampiran Keputusan ini.

Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini

bertugas sebagai berikut:

1. merencanakan dan melaksanakan kegiatan Sosialisasi
Pengendalian Gratifikasi;

2. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan Sosialisasi
Pengendalian Gratifikasi;

: Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud

Diktum KESATU berkewajiban untuk melaporkan hasilnya secara
tertulis dan bertanggung jawab kepada Bupati.

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan

ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2019 dengan Kode Kegiatan/
Kode Rekening 4.02.4.02.01,15.33.5.2.1.01.01.
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: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilacap 5
pada tanggal 02 SEP 2919
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LAMPIRAN :
KEPUTUSAN BUPATI CILACAP

NOMOR : 700} ;&r / TAHUN 2019
TENTANG " ENTUKAN ™

PELAKSANA  KEGIATAN  SOSIALISASI
PENGENDALIAN GRATIFIKASI

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN CILACAP TAHUN 2019

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN SOSIALISAS] PENGENDALIAN
TIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2019

upaten Cilacap
E::mﬂ. Inspektorat Kabupaten Cilacap
ubag Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat

Inspektorat Kabupaten Cilacap
ubag Ke{mnym dan Aset pada Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap
10. ubag Keuangan dan Aset pada Dinas
I::chatan Kabupaten Cilacap
11, Flakaam pada Inspektorat Kabupaten Cilacap (7

rang)

8. E:bag Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset

9.
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. PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
INSPEKTORAT

+Jalan Sumbing Nomor 17 Telepon (0282) 534400 Faksimile (0282) 531255
Website : www.inspektorat.cilacapkab.go.id e-mail : inspektoratcilacap@yahoo.com

CILACAP
KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN CILACAP
NOMOR: 893.3 /3134 / 14 / TAHUN 2019

TENTANG

SUSUNAN TIM PELAKSANA
SOSIALISASI PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2019

' INSPEKTUR KABUPATEN CILACAP

' Menimbang : a. ' bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 15 ayat (1), ayat
(2) dan ayat (3) Peraturan Bupati Cilacap Nomor 69 Tahun
2016 tentang Pedoman Pengendalian  Gratifikasi di
Lingkungan  Pemerintah Kabupaten Cilacap, yang
menyebutkan  bahwa  dalam rangka  pelaksanaan
pengendalian gratifikasi perlu dilakukan sosialisasi;

b. bahwa bedasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Cilacap
tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Sosialisasi
Pengendalian  Gratifikasi  di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Cilacap Tahun 2019;

C. bahwa sebagai penjabaran pelaksanaan sebagaimana

dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan

Inspektur Tentang Susunan Tim Pelaksana Sosialisasi

. Pengendalian  Gratifikasi  di Lingkungan Pemerintah
-Kabupaten Cilacap Tahun 2019 dari unsur Inspektorat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Dacrah-daecrah  Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ( Berita Negara Republik
Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950 I

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3874);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);
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Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 244);

MEMUTUSKAN:

¢ Menunjuk Aparatur Sipil Negara / Tenaga Harian Lokal yang

namanya tersebut didalam lampiran surat keputusan ini untuk
menjadi Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Pengendalian
Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun
2019;

: Panitia Sebagaimana dimaksud diktum kesatu keputusan ini

mempunyai tugas sebagai berikut :

Anggota : Membantu Ketua menyiapkan :

1) Sarana dan Prasarana;

2) Bahan pembelajaran berupa Materi ;

3) Kelengkapan peserta;

4) Menyusun notulen;

5) Tata ruang dan kebersihan ruangan;

6) Sound system dan perlengkapannya;

7) Pendistribusian surat menyurat;

8) Menyiapkan absensi peserta;

9) Konsumsi dalam pelaksanaan
kegiatan Sosialisasi Pengendalian
Gratifikasi.

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan

ini dibebankan pada Anggaran APBD Inspektorat Kabupaten Cilacap
pos belanja langsung dengan Kode Rekening  Nomor
4.02.4.02.01.15.33

¢ Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Cilacap
Pada tanggal : /& — 1 — 2019

R KABUPATEN CILACAP

ST LA

‘1
£ ‘
Wi Wi

ONO
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LAMPIRAN :

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN CILACAP
NOMOR : 893.3 /3139 / 14 / TAHUN 2019
TENTANG TIM PELAKSANA SOSIALISASI

PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2019

TIM PELAKSANA SOSIALISASI PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2019

KEDUDUKAN DALAM TIM

1 | VICKAR PRIMANDA SA, SE

2 | GREGORIUS ADI P, SE
3 | TIAS PRASETIYANI, SE

4 |WAHYU IDA SM, S.TP

5 | EVI LISTYANINGSIH, SE
RIZKI KURNIAWAN, SH

|7 | WIRAWAN WICAKSONO, S.Kom

‘{Il';"" “ARAY

AL//

+
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PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Soedirman Nomor 32 Cilacap Telepon (0282) 534771-534775 Faksimile (0282) 535222
Website : www.cilacapkab.go.id E-mail : setda@cilacapkab.go.id

CILACAP

N Kode Pos - 53223
\

Nomor
Lampiran
Perihal

Cilacap, 20 November 2019

i Kepada Yth.:
. 005710184 114 Bapak / Ibu / Saudara
1 (satu) bendel (Sebagaimana Daftar Terlampir)
: UNDANGAN di-
CILACAP

Diberitahukan dengan hormat bahwa akan diadakan Sosialisasi
Pengendalian Gratifikasi, Benturan Kepentingan, dan LHKASN di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2019 pada:

Hari . Selasa

Tanggal : 26 November 2019
Waktu : Pukul 08.30 s.d selesai
Tempat ' : Gedung Sumekar PKK Kabupaten Cilacap

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon kepada Saudara
untuk  menugaskan pejabat/ staf yang membidangi Keuangan/
Kepegawaian untuk menghadiri acara tersebut serta membawa laptop.

Demikian atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

' &}om. FARID MA'RUF, ST, MM\

Pembina Utama Madya
NIP.19620322 198607 1 002
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Lampiran
Nomor
Tanggal

: Surat Bupati Cilacap
:005/1994 114
: 20 November 2019

DAFTAR DINAS / INSTANSI YANG DIUNDANG

L No. Nama OPD ' Jumlah Peserta
Sekretariat Daerah 1 orang pejabat dan 1
! | Kabupaten Cilacap C orang staf  keuangan/
&_ 1 _l_ kepegawaian
Sekretariat DPRD Kab. 1 orang pejabat dan 1
2 . 2 orang staf keuangan/
Cilacap
1 kepegawaian
1 orang pejabat dan 1
3 | Dinas P dan K Kab. Cilacap 2 orang staf keuangan/
S kepegawaian
Dinas Kesehatan Kab. 1 orang pejabat dan 1
4 3 2 orang staf keuangan/
Cilacap
| kepegawaian
Dinas Pekerjaan Umum dan 1 orang pejabat dan 1
5 | Penataan Ruang Kab. 2 orang staf keuangan/
Cilacap | kepegawaian |
g |Dinas Pengelolaan Sumber 2 ;m:?ngsg?jab:teu::;an}
Daya Air Kab. Cilacap kepagawaian
Dinas Perumahan, Kawasan 1 orang pejabat dan 1
7 | Permukiman, dan 2 orang staf keuangan/
Pertanahan Kab. Cilaca awaian
. Pejabat/ staf keuangan/
8 | Dinas Sosial Kab. Cilacap 1 —Ike saawalan
. Pejabat/ staf keuangan/
9 | Satpol PP Kab. lCllacap 1 kepsaawalan
1 orang pejabat dan 1
10 g:gacs;Perhubungan Kab. 2 orang staf keuangan/
[ P kepegawaian
1 Dinas Kepepdudukap dan 2 lraggang st‘;?jabiteu::;a::/
Catatan Sipil Kab. Cilacap kepegawaian
- ) [ 1 orang pejabat dan 1|
12 gil]r::: Lingkungan Hidup Kab. 2 orang staf keuangan/
P kepegawaian
| Dinas Penanaman Modal | Pejabat/ staf keuangan/|
13 | Pelayanan Terpadu Satu 1 kepegawaian
Pintu Kab. Cilacap l
_iDinas Keluarga Berencana, 1 orang pejabat dan 1
14 Pemberdayaan Perempuan 2 orang staf keuangan/
dan Perlindungan Anak Kab. kepegawaian
T_Cila_c_ap I
. 1 orang pejabat dan 1|
Dinas Pemuda, Olah Raga
15 : ! b 2 orang staf keuangan/
| dan Pariwisata Kab. Cilacap kepegawalan
Dinas Pemberdayaan 1 orang pejabat dan 1
16 | Masyarakat dan Desa Kab. 2 orang staf keuangan/
| Cilacap kepegawaian |
17 Dinas Kearsipan dan 1 Pejabat/ staf keuangan/
Perpustakaan Kab. Cilacap | kepegawaian
Dinas Perdagangan, 1 orang pejabat dan 1
18 | Koperasi, Usaha Kecil dan 2 orang staf keuangan/
_| Menengah Kab. Cilacap | kepegawaian |
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Dinas Ketenagakerjaan dan

26

Pengelolaan Keuangan dan

_| Aset Daerah Kab. Cilacap

__ | Daerah Kab. Cilacap
Badan Pendapatan,

27

28

Badan Kesatuan Bangsa dan |
Politik Kab. Cilacap

Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kab.
Cilacaj

Rumah Sakit Umum Daerah

19 ; 2 ; 1 Pejabat/ staf keuangan/
i’ Perindustrian Kab. Cilacap | Jke awaian
I 1 orang pejabat dan 1
20 | Dinas Pertanian Kab. Cilacap 2 orang staf keuangan/
f kepegawaian
Dinas Pangan dan |1 orang pejabat dan 1,
21 i 2 orang staf keuangan/
| Perkebunan Kab. Cilacap | kepegawaian
g » 1 orang pejabat dan 1
2 | Dinas Perikanan Kab. 2 orang gstaf keuangan/
Cilacap kepegawaian
23 | Dinas Komunikasi dan D 1 Pejabat/ staf keuangan/
|| Informatika Kab. Cilacap kepegawaian
Badan Perencanaan ﬂ Pejabat/ staf keuangan/ |
24 Pembangunan, Penelitian 1 kepegawaian
dan Pengembangan Daerah
Kab. Cilacap |
Badan Kepegawaian, Pejabat/ staf keuangan/
25 | Pendidikan dan Pelatihan 1

35

Kecamatan Jeruk Legi

Kecamatan Kesugihan

29 | Cilacap Kab. Cilacap 2 :;3"‘9 awasltaarf\ keuangan/
[1 orang pejabat dan 1
30 Rurpah Sakit Umum Daerah 2 gy s Ssoingan
v v _L_ | kepegawaian |
31 | Kecamatan Cilacap Utara 1 lf:jaebaa'a:mkeumgm’
32 | Kecamatan Cilacap Tengah 1 E:Jabaaf"ast‘:;keuangan/
Pejabat/ staf keuangan/
33 | Kecamatan Cilacap Selatan 1 k ) S
34 | Kecamatan Adipala 1 Pejabat/ staf keuangan/

| kepegawaian

| kepegawaian |
Pejabat/ staf keuangan/

I

Kecamatan Maos

Kecamatan Binangun

Kecamatan Nusawungu

Kecamatan Kroya

=

Kecamatan Sampang

ke

kepegawaian
1 orang pejabat dan 1'
orang staf keuangan/

kepegawaian
1 orang pejabat dan 1
orang staf keuangan/

1 orang pejabat dan 1

Pejabat/ staf keuangan/
kepegawaian
Pejabat/ staf keuangan/

Pejabat/ staf keuangan/
kepegawaian
Pejabat/ staf keuangan/
kepegawaian
Pejabat/ staf keuangan/
kepegawaian
Pejabat/ staf keuangan/
awaian

Kecamatan Bantarsari

1

| kepegawaian )

Pejabat/ staf keuangan/
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43 | Kecamatan Kawunganten 1 ::mz;keuangam
44 | Kecamatan Gandrungmangu 1 E:z‘:v::::‘keuaﬂgﬂn/
T Kecamatan Sidareja 1 ._'Z:P{;z:_v w:?:;keuanganl
46— Kecamatan Kedungreja 1 lf;g:;‘:v:mkeuangam
47 | Kecamatan Cipari 1 ::;aezi;fa:}:;keuanganl
48 | Kecamatan K:-:rangpucung__L 1 E:j:bmgzz keuangan/
49 | Kecamatan Patimuan 1 I’:::aata:ti:;keuangan/
mecamahn Wanareja 1 :ee:ta:ti:;keuangan/
51 | Kecamatan Majenang B ) E:aazv:t;; keuangan/
i ejabat/ staf keuangan/
LS? ﬁKecamatan Cimanggu 1 | E ?:):E:yg::;‘keua::anl
53 | Kecamatan Dayeuhluhur i wetnbornnd
54 | Kecamatan Kampung Laut 1 _L": ::;aezaﬂt/w:z;keuangan/

BUP7 [ATAR
RETARIS DAERAH
o

Pembina Utama Madya
NIP. 19620322 198607 1 002
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PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

INSPEKTORAT

Jalan Sumbing Nomor 17 Telepon ( 0282) 534400 Faksimile ( 0282) 531255
Website : www.inspektorat.cilacapkab.go.id E-mail : inspektoratcilacap@yahoo.com

CILACAP

Kode Pos - 53223

Cilacap, 25 November 2019

Kepada Yth.:
Nomor : 893.3/249% /14 SEKRETARIS DAERAH
Lampiran : 1 (satu) lembar Kabupaten Cilacap
Perihal . Permohonan Sambutan di-
Memberikan Pengarahan CILACAP

Dengan ini diberitahukan bahwa Inspektorat Kabupaten Cilacap akan
menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi, Benturan
Kepentingan, dan LHKASN yang akan dilaksanakan pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 26 November 2019

Waktu : Pukul 09.00 s.d selesai

Tempat . Gedung Sumekar PKK Kabupaten Cilacap

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami mohon berkenan
Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap untuk memberikan sambutan
pengarahan pada acara Sosialisasi dimaksud.

Demikian atas perkenan Bapak , kami sampaikan terima kasih.

N INSPEKTUR KABUPATEN CILACAP

Tembusan.:

1. Wakil Bupati Cilacap;

2. Asisten Administrasi Sekda Kab. Cilacap;

3. Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda
Kabupaten Cilacap.




image30.jpeg
'c l PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

INSPEKTORAT

Jalan Sumbing Nomor 17 Telepon ( 0282) 534400 Faksimile (0282) 531255
Website : www.inspektorat.cilacapkab.go.id E-mail ; inspektoratcilacap@yahoo.com

CILACAP

Kode Pos - 53223

\

Cilacap, /8 November 2019

Kepada Yth.:
Nomor  : 020/345| /14 Ketua Tim Penggerak PKK
Lampiran : - Kabupaten Cilacap
Perihal : Permohonan Bantuan di—
Pinjam Tempat CILACAP

Dengan ini diberitahukan bahwa Inspektorat Kabupaten Cilacap akan
menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi, Benturan
Kepentingan, dan LHKASN yang akan dilaksanakan pada :

Hari . Selasa
Tanggal : 26 November 2019
Waktu . Pukul 08.00 s.d selesai

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami mohon pinjam
Gedung Sumekar PKK Kabupaten Cilacap beserta perlengkapannya seperti

Meja Kursi, LCD Proyektor dan Sound System untuk kegiatan dimaksud
(Undangan + 75 orang )

Demikian atas bantuan dan kerjasamanya, kami sampaikan terima
kasih.

31 INSPEKTUR KABUPATEN CILACAP@%‘/

Tembusan.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap;
2. Assisten Administrasi Sekda
Kabupaten Cilacap;
3. Kepala Bagian Umum
Setda Kabupaten Cilacap.
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SUSUNAN ACARA

SOSIALISASI PENGENDALIAN GRATIFIKASI,
BENTURAN KEPENTINGAN DAN LHKASN

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
TAHUN ANGGARAN 2019

HARI SELASA
TANGGAL 26 November 2019
TEMPAT Gedung Sumekar Kabupaten Cilacap
WAKTU Pukul 08.00 - selesai
Alokasi
No Waktu Waktu Acara Keterangan
1 | 08:00-08:30 | 30 menit | Registrasi Peserta Petugas
2 | 08:30-08:35| 5 menit | Persiapan/Pembukaan Protokol
3 | 08.35-08:40 | 5menit |Menyanyikan lagu Indonesia | Petugas
Raya
4 108:40-08:45| 5menit | DOA Petugas
5 | 08:45-08.50 | 5 menit |Laporan Ketua Penyelenggara | Kepala Sub Bagian
Evalap Inspektorat
6 | 08:50—-09:10 | 20 menit | Sambutan Sekretaris Daerah | Sekda Cilacap
Kabupaten
7 |09:10-10:10 | 60 menit | Pengantar tentang pentingnya | Inspektur Kabupaten
pengendalian gratifikasi, | Cilacap
benturan kepentingan dan
pelaporan LHKASN
8 [10:10-11:10 | 60 menit | Paparan Pengendalian | Irbanwil Ill Inspektorat
Gratifikasi dan  Sosialisasi
Perbup Benturan Kepentingan
dilanjutkan diskusi
9 [11.10-12.10 | 60 menit | Sosialisasi LHKASN 2019 Kepala Sub Bagian
Evalap Inspektorat dan
Staf
10. | 12.10-12.15| 5 menit | Penutup Protokol / Panitia
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DAFTAR HADIR

:

SASI UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI
, TANGGAL : SELASA, 26 NOVEMBER 2019
TEMPAT : Gd. SUMEKAR

g

Sekretariat Daerah
Kabupaten Cilacap

Sekretariat Daerah
Kabupaten Cilacap
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LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
SOSIALISASI PENGENDALIAN GRATIFIKASI,
BENTURAN KEPENTINGAN DAN LHKASN
Di LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN CILACAP TAHUN 2019

INSPEKTORAT KABUPATEN CILACAP

Jalan Sumbing Nomor 17 Telp (0282) 534400 Fax (0282) 531255
www.inspektorat.cilacapkab.go.id
inspektoratcilacap@yahoo.com
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06/01/2020

Dulu:

Bermula dari penjara...
berakhir menjadi pejabat negara....

MeosiALIisAS M
PENGENDALIAN

GRATIFIKASI

PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

A

Sekarang:
Bermula dari pejabat negara..

....dan berakhir di Penjara
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RAPOR MERAH
INDEKS PERILAKU
ANTI-KORUPSI INDONESIA

M TotalPencucian Uang Rudi
o mmmmem Rubiandin: Capal Rp275 M

] 180
Perijinan 2

Penyuspan 486
Pungutan n
Penyalahgunaan anggaran 46
U 2
Merintangi proses KPK

06/01/2020

Saya BERSUMPAH
untuk tidak
menerima HADIAH

20 Agustus 2013%
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Pegawai Pajak
Golongan IIl.A

Lahir: 9 Mei 1979
Pendapatan : + Rp 9 juta

A &
“ b Rp74 miliar,

harus dikumpulkan dalam
waktu 685 tahun

2 Oktober 2013, ,Rke

Kebebasan yang hilang... Kebebasan yang hilang...
yang
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06/01/2020

Familiar dengan hal ini? i /Keluarg

UU 31/1999 juncto UU 20/2001

Adta 30 jenis tindak pidena korupsi dan pada
dasarnya dapat dikelormpokkan menjadi
DEFINISI e i
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Pasal B aya (1. UL Mo 31 Tahun 198
10 UL No.20 Tahun 2001

Setiap gratifikast kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap
suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan
kewajiban atau tugasnya.

Pidana bagi pegawal negeri atau
penyelenggara negara
sebagaimana dimaksud dalam
Ayat (1} adalah pidana penjara

SBUMUEITRIGEP  atau  pidana
penjara paling svnqkat*
HERUA' dan paling lama

‘puUlunltabun; dan pidana denda

paling smymm
{dua ratus juta rupiah) dan paling

banyak Rp. 00000000000

(satu miliar rupiah).

06/01/2020

Pegawal atau
. P-ny-kn:;z‘: Negara

- Menerima Gratifikasi

Berhubungan dengan Jabatan
dan Berlawanan dengan
Kewajiban atau Tugasnya

Penerimaan Gratifikasi Tidak
Dilaporkan kepada KPK dalam
Jangka Waktu 30 Harl Kerja
Sejak Diterimanya Gratifikasi

fiksi Hukum Tidak Berlaku, jika
Komisi Pemberantasan Korupsi
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PENGATURAN SPONSORSHIP
KESEHATAN

e Permenkes 58 Tahun 2016

Spor i bagi tenaga kesehatan

Surat Edaran Menkes No
HK.02.01/Menkes/66/2017

Mekanisme p=lap:
Sponsership sesua

58 Tahun 2015

Lt s aheliporkn
pacritnsan tporsarchip Kepada XPH
i JArobor 0ok putish] arkicbfjac
e[k merveirns Yporsor i

Prinsip Pemberian Sponsorship

- Tdk pengaruhl independens! TK
Tdk dalam bentuk uang/setara uang
(kecuall narsum/moderator)
~ Tdk diberlkan langsung ke individu
- Sesual bidang keahllan
Diberikansecara terbuka
- Dikelola secara akuntabel dan

transparan
Bentuk Sponsorship

© Untuk Perorangan:

EVALUASI PELAKSANAAN PERATURAN

MEKANISME |1 1141 11714 SPONSORSHIP

Bagi Pegawai ASN dan Non-ASN

I

TenagaKesehatan
e h ]
v

Bagi TK Prakik Pribadi

Tindak Lanjut Pemeriksaan
Sponsorship Tahun 2018

Surat Menkes Nomor
HK.02,01/Menkes/100/2019
Himbauan Menkes kepada Kefua
DI agar sefiap anggola DI
melaporkan  seliap  sponsorship
kesehatan yang diterma sesuai
peraturan yang beriaku

06/01/2020

MEKANISME (11 |41 1211 SPONSORSHIE

o sponsurship
melaku institus, maks lsporan kepada kpk dilakukan

olehinstitusi

- Pomberi sponsorship harus melaporkan kepada kpk

dalam bentuk rekapeulas permberian sponsorship
selama penode 1 bulan berjalan paiing lambat tanggal
10 bulan beriatnya

Laporan disampaikan melatui emai
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Perkembangan Pelaporan Sponsorship
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PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
INSPEKTORAT

Jalan Sumbing Nomor 17 telepon (0282) 534400 Faksimile : (0282) 531255
Website : www.inspektorat.cilacapkab.go.id e-mail : inspektoratcilacap@yahoo.com

CILACAP
Kode Pos — 53223

Nomor
Lampiran
Perihal

Cilacap, 29 November 2019

Kepada Yth :
:700/3519/14 Bupati Cilacap
: 1 (satu) bendel di-
: Laporan Pelaksanaan Kegiatan CILACAP

Sosialisasi  Pengendalian
Gratifikasi, Benturan kepentingan
dan LHKASN di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Cilacap

Tahu

n 2019.

Bersama ini kami laporkan dengan hormat Pelaksanaan Kegiatan

Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi, Benturan Kepentingan dan LHKASN di

Lingk

ungan Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2019, yang meliputi hal-hal

sebagai berikut:

l. DASAR:

1.

2,

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang
Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka
Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2015-2019;
Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban
Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara ( LHKASN )
di Lingkungan Instansi Pemerintah

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010
tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun
2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Bupati Cilacap Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap;
Peraturan Bupati Cilacap Nomor 64 Tahun 2019 tentang Pedoman
Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Cilacap;

. Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah
Kabupaten Cilacap Tahun 2019.
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Semua Ada
Akhirnya

CONTOH JAWABAN KPK ATAS PELAPORAN GRATIFIKASI

hd £ 3
Anak kerbau di tengah sawah
Tersengat listrik di siang hari

Jangan asal terima hadiah
Bisa jadi itu gratifikasi
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Jakarta Selatan 12020

Telp 021.2557 8448,

Fax 0215280 2448

Email . pelaporan gratifikasi@kpk go.id
v kpk o digratiiasi
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MAKSUD DAN TUJUAN :

1. Maksud

Memberikan informasi terkait pengendalian atas gratifikasi, pencegahan
munculnya benturan kepentingan serta ketaatan terhadap pelaporan
LHKASN sebagai upaya melindungi Pegawai Negeri Sipil agar tidak
terjerumus dalam tindak pidana korupsi serta menumbuhkan transparansi
dalam kegiatan pemerintahan.

2. Tujuan

Upaya memberikan informasi kepada Penyelenggara Negara dan seluruh
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap
berkenaaan dengan pengendalian gratifikasi dalam upaya mendorong
terlaksananya etika pegawai dan mencegah timbulnya benturan
kepentingan, kecurangan serta penyimpangan perilaku sehingga terwujud
pemerintahan yang baik ( Good Governance)

PELAKSANAAN :

1. Waktu dan Tempat

Kegiatan Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi, Benturan Kepentingan dan
LHKASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2019
dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

Hari / tanggal . Rabu, 26 November 2019
Waktu . Pkl.08.30 WIB s.d Selesai
Tempat . Gedung Sumekar Kabupaten Cilacap.

2. Peserta Sosialisasi

Peserta rapat sebanyak + 75 orang, yaitu terdiri dari unsur-unsur sebagai
berikut :

a. Pejabat dan staf keuangan/kepegawaian OPD.

b. Pejabat dan staf keuangan/kepegawaian Kecamatan.

3. Acara Sosialisasi :

Menyanyikan Lagu Indonesi Raya

Pembacaan Do’a

Laporan Ketua Penyelenggara

Sambutan Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap

Pengantar tentang pentingnya pengendalian gratifikasi, benturan
kepentingan dan pelaporan LHKASN

Paparan Pengendalian Gratifikasi dan Sosialisasi Perbup Benturan
Kepentingan dilanjutkan diskusi

g. Sosialisasi LHKASN 2019

h. Penutup

pooTp

)

4. Materi Sosialisasi :

Dalam kegiatan Sosialisasi Gratifikasi, Benturan Kepentingan dan
LHKASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2019 telah
disampaikan materi-materi / bahasan sebagai berikut :
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Pengantar Inspektur Kabupaten Cilacap.

Pembahasan Materi Pengendalian Gratifikasi dan Benturan
Kepentingan yang disampaikan oleh Narasumber dari Irbanwil IlI
Inspektorat Kabupaten Cilacap

Pembahasan Materi Pengisian LHKASN Tahun 2019 yang
disampaikan oleh Narasumber dari Kasubag Evalap Inspektorat
Kabupaten Cilacap.

Penyampaian Kesimpulan dari Sosialisasi Gratifikasi, Benturan
Kepentingan dan LHKASN.

5. Pembiayaan :

Pembiayaan Kegiatan Sosialisasi Gratifikasi, Benturan Kepentingan dan
LHKASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2019
dibebankan pada Anggaran Belanja Langsung Kegiatan Pemantauan
Pengendalian Gratifikasi APBD Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2019.

IV. PENUTUP

Demikian Laporan Hasil pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Gratifikasi,

Benturan

Kepentingan dan LHKASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Cilacap Tahun 2019 ini kami sampaikan dan untuk menjadikan periksa.
( Dokumentasi pelaksanaan kegiatan sebagaimana terlampir ).

Tembusan :
1.

Wakil Bupati Cilacap

INSPEKTUR KABUPATEN CILACAP

2. Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap.
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